
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
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Menimbang: a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Gubemur Jawa Timur
Nomor 903/10.584/202/2011 tanggal 16 Desember 2011
perihal Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus
kepada Kabupaten/Kota pada APBD Jawa Timur Tahun 2012,
Surat Gubemur Jawa Timur Nomor 976/841/021/2012
tanggal 18 Januari 2011 perihal Penyampaian Peraturan
Gubemur Jawa Timur perihal Alokasi Sementara DBHCHT
Tahun 2012, adn sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Bangkalan Nomor
54 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
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Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana teIah diu bah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
PengeIoIaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia
Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia
Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
RepubIik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik {Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5165); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten .Bangkalan Tahun 2005 Nomor 2/E), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bangkalan Nomor 16 Tahun 2007 {Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nomor 10/E); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 ten tang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nomor 2/E), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nomor lO/E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Penge101aanKeuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 terdiri dari: 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 
Tahun 2011 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2011 Nomor 9/ A), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 54 
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

MEMUTUSKAN : 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 
1/E); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 
Tahun 2008 Nomor 9 /E); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik 
Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha 
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 
2010 Nomor 2/E); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7 /E); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 
Tahun 2011 Nomor 4/ A); 

38. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 
2011 Nomor 9/A). 

- 5 - - 5 -

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor
liE);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2008
ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2008 Nomor 9/E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2010 Nomor 2/E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011
ten tang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7 IE);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2011 Nomor 4IA);

38. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2011 Nomor 9/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHANATASPERATURANBUPATIBANGKALANNOMOR54
TAHUN2011 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54
Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2011 Nomor 9/A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 terdiri dari:



2. Pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

0,00 Rp. 

Jasa 
3) Belanja Modal 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Rp. 136.936.815.038,00 
b. Pengeluaran Rp 1.578.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan NettoRp.135.358.815.038,00 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan 

Rp. 144.612.386.511,00; 
Rp. 332.487.827.837,00. 

Rp. 562.923.182.930,00 
Jumlah Belanja Rp.1.239.521.954.662,00 
Surplus/(Defisit) Rp. (135.358.815.038,00) 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 85.822.968.582,00; 
2) Belanja Barang dan 

Keuangan Rp. 27.693.343.400,00 
8) Belanja Tidak TerdugaRp. 2.692.718.000,00. 

Rp. 676.598.771.732,00 

Rp. 1.030.945.160,00 
Rp. 0,00 

Rp. 604.590.418.672,00; 
Rp. 0,00 
Rp. 0,00 
Rp. 40.591.346.500,00 

Rp. 1.104.163.139.624,00 

Rp. 171.374.526.603,00. 

Rp. 62.836.209.595,00; 
Rp. 869.952.403.426,00; 

4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan 

Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan 

2. Belanja Daerah 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 

Jumlah Pendapatan 

1. Pendapatan Daerah 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan 

yang Sah 
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1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan AsHDaerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan

yang Sah

Rp. 62.836.209.595,00;
Rp.869.952.403.426,00;

Rp. 171.374.526.603,00.

Jumlah Pendapatan Rp.1.104.163.139.624,00

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

Rp. 604.590.418.672,00;
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 40.591.346.500,00

1.030.945.160,00
0,00

Rp.
Rp.

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan

Sosial
6) Belanja Bagi HasH
7) Belanja Bantuan

Keuangan Rp. 27.693.343.400,00
8) Belanja Tidak TerdugaRp. 2.692.718.000,00.

Rp. 676.598.771.732,00

85.822.968.582,00;Rp.

Rp. 144.612.386.511,00;
Rp. 332.487.827.837,00.

Rp. 562.923.182.930,00
Jumlah Be1anja Rp.l.239.521.954.662,00
Surp1us/(Defisit) Rp. (135.358.815.038,00)

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Be1anjaBarang dan

Jasa
3) Belanja Modal

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 136.936.815.038,00
b. Penge1uaran Rp 1.578.000.000,00

Jum1ah Pembiayaan NettoRp.135.358.815.038,00
Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Pada Lampiran 11 diubah dan harus dibaca sebagaimana
dimaksud da1amLampiran 11Peraturan Bupati ini.

J
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 
NOMOR I /,4 · 

Ditetapkan di Bangkalan 
pada tanggal 2 1 FEB 2012 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bu pati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 2 1 FEB 2012

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 21 FEB 2012
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